
BUPATI MOJOKERTO 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 
NOMOR 2 TAHUN 2018 

TENTANG 
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGAR,AN 2017 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI MOJOKERTO, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (l)Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

Mengingat l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa 
Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) 
juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah 
Tingkat II Surabaya ( Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang omor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4355); 
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6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568); 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4575); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Sistem 
lnformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5155); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan 
Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Aggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6057); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

25. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 
Kependidikan bagi Guru, Kepala Sekolah, Pengawas dan Penilik; 

26. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Tahun 2014 Nomor 199); 
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27. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan 
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 
33); 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07 /2017 tentang 
Penggunaan, Pemantuan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai 
Tembakau (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1966); 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara 
Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 
Tahun 2016; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 1425); 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 
2015 Nomor 2036) ; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anngaran 2017 sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2016 
(Berita Negara Tahun 2016 Nomor 125); 

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang 
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta 
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita 
Negara Tahun 2017 Nomor 125); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana telah diubah terakhir 
dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Tahun 2014 Nomor 4); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten MojokertoNomor 5 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 2) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 (Lembaran 
Daerah Kabupaten MojokertoTahun 2015 Nomor l); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten MojokertoNomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten 
Mojokerto Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Nomor 3) sebagaimana diubah dengan 
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Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 (Lembaran Daerah 
Tahun 2013 Nomor 15); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2011 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4); 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Mojokerto Tahun 2012 Nomor 2); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 
2016 Nomor 10); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2017 
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mojokerto 
(Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 201 7 Nomor 7); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8Tahun 2017 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 201 7 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 
Tahun 2017 Nomor 8); 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 

DAN 
BUPATI MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan 
keuangan memuat : 
a. laporan realisasi anggaran; 
b. laporan perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
c. laporan operasional; 
d. laporan perubahan ekuitas; 
e. neraca; 
f. laporan arus kas ; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 
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(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik 
Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Daerah ini. 

Pasal 2 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal I 
ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut: 
a. Pendapatan Rp.2.335.531.986.038,25 
b. Belanja Rp. 2.326.306.874.253,96 

Surplus/Defisit Rp. 9.225.111.784,29 

c. Pembiayaan : 
- Penerimaan 
- Pengeluaran 

Pembiayaan Netto 
SILPA 

Pasal 3 

Rp. 290.474.586.996,48 
Rp. 0,00 
Rp.290.4 74.586. 996,48 
Rp.299.699.698.780,77 

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 sebagai berikut: 
(1) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah 

Rp. 54.339.717.390,06 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Pendapatan setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih le bih / (kurang) 

(2) Selisih Anggaran dengan 
Rp. (245.359.981.257,31) dengan 
a. Anggaran Belanja setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Rp. 2.281.192.268.648,19 
Rp. 2.335.531.986.038,25 
Rp. 54.339.717.390,06 

Realisasi Belanja sejumlah 
rincian sebagai berikut: 

Rp. 2.571.666.855.511,27 
Rp. 2.326.306.874.253,96 
Rp. (245.359.981.257,31) 

(3) Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah 
Rp.299.699.698.647,37 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Surplus/ (Defisit)setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih le bih / (kurang) 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

(290.4 74.586.863,08) 
9.225.111.784,29 

299.699.698.647,37 

(4) Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan 
sejumlah Rp133,40 dengan rincian sebagai berikut: 
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a. Anggaran penerimaan pembiayaan 
Setelah Perubahan Rp. 290.474.586.863,08 

b. Realisasi =R;,E:CP.:...· --=2=9=0.:....4:..a.7....::4 __ .5=8=6=. 9~9:;..;6;:;...J,...;..4=8 
Selisih lebih/(kurang) Rp. 133,40 

(5) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran 
sejumlah Rp.0,00dengan rincian sebagai berikut : 

Pembiayaan 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan 
setelah Perubahan Rp. 0,00 

b. Realisasi ... R-P ...... · ________ 0 ...... "'""0-=-0 
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00 

(6) Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Netto sejumlah 
Rp.133,40dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran pembiayaan neto setelah 

Perubahan 
b. Realisasi 

Selisih lebih/ (kurang) 

Pasal 4 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

290.4 74.586.863,08 
290.4 74.586. 996,48 

133,40 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai 
dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : 
a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 
b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih 

sebagai Penerimaan Pembiayaan 
Tahun Berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SILPA/SIKPA) 

d. Koreksi 
e. Sado Anggaran Lebih Akhir 

Pasal 5 

Rp. 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

290.4 74.586.863,08 

290.474.586.996,48 

299.699.698.64 7,37 
133,40 

299.699.698. 780,37 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
2017 sebagai berikut: 
a. Pendapatan - LO 
b. Behan 
c. Surplus/Defisit Operasi 
d. Surplus/Defisit Non Operasi 
e. Pos Luar Biasa 
f. Surplus/Defisit LO 

Rp. 
Rp. 
Rp. 

(Rp. 
(Rp. 
Rp. 

2.337.348.678.770,91 
2.191.444.674.180,62 

145. 904.004.590,29 
30. 931. 761.456, 70) 

58.891.636. 00) 
114.913.351.497,59 
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Pasal 6 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 
Desember 2017 sebagai berikut: 

a. Ekuitas Awal 
b. Surplus/Defisit- LO 
c. Koreksi Nilai Persediaan 
d. Koreksi Ekuitas lainnya 
e. Ekuitas Akhir 

Pasal 7 

Rp. 5.517.362.587.607,39 
Rp. 114.913.351.497,59 
Rp. 62.042.252,21 
(Rp. 320.272.438.112,05) 
Rp. 5.312.065.543.245, 14 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e per 
31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut : 

a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas 

Rp. 5.340.877.604.628,47 
Rp. 28.812.061.383,33 
Rp. 5.312.065.543.245, 14 

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 
huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 
201 7 se bagai berikut : 
a. Saldo Kas awal 

per 1 Januari tahun 2017 
b. Arus Kas dari aktivitas operasi 
c. Arus Kas dari aktivitas investasi 

Rp. 
Rp. 

non Keuangan Rp. 
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. 
e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 
f. Saldo Kas akhir per 

31 Desember 2017 Rp. 

Pasal 9 

290.474.586.863,08 
585.575.375.992,35 

(576.350.264.208,06) 
0,00 

133,40 

299.699.698.780,77 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
1 ayat ( 1) huruf g Tahun Anggaran 2017 memuat informasi baik 
secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan 
keuangan. 

Pasal 10 

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1 tercantum dalam: 



a. Lampiran I 
Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

b. Lampiran II 
c. Lampiran III 
d. Lampiran IV 
e. Lampiran V 
f. Lampiran VI 
g. Lampiran VII 

h. Lampiran VIII 
i. Lampiran IX 

J. Lampiran X 

k. Lampiran XI 
1. Lampiran XII 

m. Lampiran XIII 
n. Lampiran XIV 

o. Lampiran XV 
p. Lampiran XVI 
q. Lampiran XVII 
r. Lampiran XVIII 
s. Lampiran XIX 

t. Lampiran XX 
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Laporan Realisasi Anggaran 
Ringkasan laporan realisasi anggaran 
menurut urusan pemerintahan daerah dan 
organisasi; 
Rincian laporan realisasi anggaran menurut 
urusan pemerintahan daerah, organisasi, 
pendapatan, belanja dan pembiayaan 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah menurut urusan pemerintahan 
daerah, organisasi, program dan kegiatan; 
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 
daerah untuk keselarasan dan keterpaduan 
urusan pemerintahan daerah dan fungsi 
dalam kerangka pengelolaan keuangan 
negara; 
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 
Laporan Operasional; 
Laporan Perubahan Ekuitas; 
Neraca; 
Laporan Arus Kas; 
Cata tan atas Laporan 
bagian tidak terpisahkan 
Daerah ini. 

Keuanganyang 
dari Peraturan 

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak 
Tertagih; 
Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan 
Penyisihan Dana Bergulir; 
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan 
dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 
Daftar Rekapitulasi Aset Tetap; 
Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam 
Pengerjaan; 
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya; 
Daftar Dana Cadangan Daerah; 
Daftar Kewajiban Jangka Pendek; 
Daftar Kewajiban Jangka Panjang; 
Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum 
Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan 
Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran 
Berikutnya; 
lkhtisar Laporan Keuangan BUMD / 
Perusahaan Daerah; 
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Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 
sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan 
APBD Tahun Anggaran 201 7. 

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Mojokerto. 

Diundangkan di Mojokerto 
pada tanggal Agustus 2018 

Ditetapkan di Mojokerto 
pada tanggal 2 Agustus 2018 

WAKIL BUPATI M J KERTO, 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO, 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2018 NOMOR J/.r 

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO 
PROVINS! JAWA TIMUR NOMOR 174-2/2018 



Nomor Golongan 

1 2 
1, IV/e 

2. IV/d 

3. IV/c 

4. IV/b 

5. IV/a 

6. 111/d 

7. 11I/c 

8. 111/b 

9. Ill/a 

10. 11/d 

11. Ille 

12. I1/b 

13. II/a 

14. 1/d 

15. lie 

16. 1/b 

17. I/a 

JUMLAH 

Lampiran :XXI PERDA PERTANGGUNGJAWABAN 

Nomor 2 Tahun 20 I 8 

Tanggal 

DAFT AR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN PER JABATAN 

TAHUN ANGGARAN 2017 

JABATAN 

: 2 Agustus 20 I 8 

Pejabat Eselon/ Staff Fungsional Fungsional 
Fungsional Lainnya 

Struktural Fungsional Umum Pendidikan Kesehatan 

3 4 5 6 7 

- - - - -
1 - - - -

22 4 49 1 5 
70 6 1.894 13 43 

199 8 539 26 27 
315 60 280 170 39 
179 71 360 107 30 
69 317 175 73 22 

1 179 417 181 11 
- 204 723 130 6 
- 699 158 79 10 
- 300 26 4 -

- 220 9 1 -

- 57 - - -
- 74 - - -

- 32 - - -
- - - -

856 2.231 4.630 785 193 

WAKIL BUPATI M 

1163 

Jumlah 

8 

-
1 

81 
2.026 

799 
864 
747 
656 
789 

1.063 
946 
330 
230 

57 
74 
32 

-

8.695 


